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Abstract

Arbitration provides a procedure or process for resolving disputes peacefully and out of court.
Arbitration opportunities for the sustainability of industrial relations in Indonesia are minimal things
that will be implemented by all disputing parties because the community prioritizes settlement in terms
of winning or losing through court settlements. It is very important that there are ways to support this
arbitration as an option for resolving industrial disputes so that it is of interest to the public. The
research method used in this study is a normative juridical research method with a descriptive
approach, with the aim of providing direction and finding logical realistics by looking at library
materials or other information using primary and secondary data. The results obtained from the
conclusion of this discussion are the knowledge of the mechanism of arbitration in the settlement of
disputes in the field of industrial relations and the advantages and disadvantages of arbitration in
resolving problems in the field of industrial relations.
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| Abstrak

Arbitrase menyediakan suatu prosedur atau proses penyelesaian perselisinan dengan damai serta diluar
pengadilan. Peluang arbitrase untuk keberlangsungan hubungan industrial di negara Indonesia
merupakan hal minim yang akan diimplementasikan oleh seluruh pihak yang berselisih karena
masyakat lebih mengutamakan penyelesaian dilihat dari menang atau kalahnya melalui penyelesaian
dipengadilan. Sangat penting dilakukannya cara-cara untuk mendukung arbitrase ini sebagai pilihan
penyelesaian perselisihan industrial agar diminati oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskritif, dengan
maksud memberikan arahan dan menemukan realistis logis dengan cara melihat bahan pustaka atau
informasi lainnya yang menggunakan data primer maupun sekunder. Hasil yang diperoleh dari
simpulan dari pembahasan ini diketahuinya mekanisme arbitrase dalam penyelesaian perselisihan
dalam bidang hubungan industrial serta bagaimana keunggulan dan kelemahan arbitrase dalam
menyelesaikan permasalahan dalam bidang hubungan industrial.

Kata kunci : Arbitrase, Industrial, Perselisihan
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A. Pendahuluan |

Hubungan industrial yaitu sistem yang mem-
bentuk dari suatu ikatan antara subuah proses
memproduksi barang dan atau jasa yang terdiri
dari berbagai bagian yang terdiri dari pekerja atau
buruh, pengusaha dan pemerintah berdasarkan
UUD RI tahun 1945 dan nilai-nilai yang terdapat
didalam pancasila. Sementara itu hubungan kerja
merupakan ikatan yang melibatkan beberapa
pihak yang dipekerjakan didasari dengan kontrak
kerja yang di dalamnya terdapat unsur-unsur
seperti tanggung jawab dari suatau pekerjaan dan
bayaran, pengertian tersebut termuat didalam UU
Ketenagakerjaan.

Peran pemerintah dalam bidang hubungan
kerja untuk mengawasi dan atau untuk mengatur
dengan tujuan hubungan kerja yang sedang
berjalan terjadi dengan sebaik mungkin sehingga
menimbulkan hubungan industrian yang seim-
bang serta harmonis yang dapat memunculkan
ketenangan dan keselarasan dalam berkerja.
Didalam setiap hubungan industrial sudah tidak
aneh lagi jika sering tejadi perselisihan atau
terjadinya persengketaan antara subjek hukum
baik badan hukum maupun perorangan. Saat ini
kehidupan masyarakat memiliki corak yang
semakin kompleks sehingga ruang lingkup peris-
tiwa atau kejadian perselisihan pun menjadi lebih
luas. Perselisihan yang sering terjadi dan sering
muncul di tengah-tengah masyarakat saat ini yaitu
perselisihan mengenai hubungan industrial.

Awalnya jika terjadi perselisihnan hubungan
industrial seluruh perselisihan tersebut diselesai-
kan menurut UU Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan namun pada saat ini sudah berlaku
UU PPHI. Jadi berdasarkan UU Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan jika ada perselisihan
buruh atau pekerja dengan pemilik usaha tidak
bisa terselesaikan dengan sendiri oleh seluruh
pihak, maka diperlukan kehadiran mediator untuk
menyelesaikan peselisihan. Mediator tersebut
dapat terdiri dari dinas ketenagakerjaan setempat

! Mila Karmila Adi. 2010. Masa Depan Arbitras sebagai
Mekanisme  Penyelesaian  Perselisihan ~ Hubungan
Industrial di Indonesia. Jurnal Hukum, Edisi 01/Tahun
2010. him 297

sebagai pegawai perantara yang sesuai dengan
wilayah tempat perusahaan yang mempunyai
tugas sebagai penengah dan membuat para pihak
yang sedang berselisih berdamai. Apabila keter-
wakilan pegawai perantara dinas ketenagakerjaan
tidak bisa mendamaikan seluruh pihak maka
perselisihan tersebut dapat terselesaikan melalui
P4D (Panitia Penyelenggara Perselisihan Per-
buruhan Daerah). Jika pihak P4D memberikam
putusan dirasa tidak memiliki keadilan bagi
seluruh pihak yang sedang bersengketa, pihak
yang merasa tidak diberikan keadilan dapat me-
minta banding yang diajukan kepada P4P (Panitia
Penyelenggara Perselisihan Perburuhan Pusat).?

Setelah P4P mengeluakan hasil putusan,
putusan yang dikeluarkan tidak bersifat final dan
mengikat karena pihak yang merasa tidak diberi-
kan keadilan dapat diajukannya kasasi yang
diajukan kepada Menteri Tenaga Kerja. Setelah
itu bisa saja Menteri Tenaga Kerja menunda dan/
atau membatalkan sebuah putusan yang dihasil-
kan oleh P4P dengan memberikan alasan-alasan.
Maka dari itu prosedur atau mekanisme yang
sangat bertele-tele tidak ada sama sekali jaminan
hukum untuk para pihak yang berselisih. Dengan
demikian UU Perburuhan yang menjadi dasar
aturan dalam  menyelesaikan  permasalahan
hubungan industrial dirasakan tidak bisa meng-
ikuti perkembangan hukum di Indonesia, disebab-
kan hak seluruh pekerja atau buruh belum ter-
bantu untuk terlibat menjadi pihak dalam per-
masalahan industrial, maka dari itu muncul dan
berlakulah UU PPHI.

Penjelasan perselisinan hubungan industrial
yang termuat dengan jelas didalam Pasal 1 Angka
1 UU PPHI yang menjelaskan “Perselisihan
hubungan industrial merupakan perbedaan
pendapat yang menimbulkan pertentangan atau
pertengkaran antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja
karena adanya perselisihan mengenai hak,
perselisihan antar kepentingan, perselisihan
PHK, dan perselisihan antara serikat pekerta

? Adnan Hamid. 2021. Arbitrase Sebagai Alternatif Dalam
Penyelesaian  Sengketa Perburuhan. Jurnal Legal
Reasoning, EDISI 03/TAHUN 2021. Hal 118
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atau serikat buruh didalam satu perusahaan. ”.®

Adapun definsi perselisihan kepentingan
yang termuat didalam UU PPHI yang berbunyi
“Perselisihan kepentingan merupakan perselisih-
an yang timbul dalam hubungan kerja karena
perbedaan pendapat serta tidak adanya kesesuain
pendapat mengenai penyusunan dan atau peru-
bahan syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan
perjanjian kerja atau dalam peraturan perusa-
haan dan/atau dalam perjanjian kerja bersama.”.
Sehingga dari uraian diatas disimpulkan terdapat
beberapa unsur yang mengakibatkan perselisihan
kepentingan sebagai berikut:”

1. Terdapat permasalahan antara pihak;

2. Perselisihan terjadi didalam hubungan kerja;

3. Adanya perbedaan pendapat;

4. Adanya perubahan mengenai penyusunan dan
atau perubahan syarat perjanjian antara pihak;

5. Terdapat didalam kontrak kerja atau regulasi
perusahaan.

Di dalam UU PPHI diatur secara sistematis
tata cara atau mekanisme penyelesaian jika terjadi
sengketa di dalam hubungan industrial, yang
dimana pihak-pihak yang berselisin harus dan
wajib berupaya penyelesaian perselisihan perun-
dingan secara bipartite terlebih dahulu seluruh
pihak mengupayakan untuk mengakhiri masalah
secara musyawarah mufakat agar tercapainya
persetujuan antar pihak. Waktu yang diberikan
pada saat penyelesaian perselisihan secara bipartit
selama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan
musyawarah atau perundingan guna mencapai
suatu kesepakatan. Jika terdapat pihak yang
menolak perundingan atau musyawarah tidak
mencapat suatu kesepakatan maka penyelesaian
perselisihan dianggap tidak berhasil atau gagal.
Apabila musyawarah secara bipatrit tidak berhasil
atau gagal selanjutnya pihak yang dirugikan dapat
mendaftarkan peselisihan tersebut kepada instansi
setempat yang bertanggung jawab dan yang
berwewenang sesauai dengan bidang ketenaga-
kerjaan dengan menyertakan berbagai bukti-bukti
bahwa penyelesaian perselisihan secara bipartite

3 -

Ibid.

* Abdul R. Budiono, Hukum Perburuhan, PT. Indeks,
Jakarta, 2009. him 218

usai dilaksanakan dan tidak berhasil atau gagal
menuju kesepakatan.

Berdasarkan UU PPHI tepatnya di dalam
Pasal 4 ayat (3) UU PPHI instansi yang memiliki
tanggungjawab memberikan penawaran kepada
seluruh pihak yang sedang bersengketa untuk
menyetujui pemilihan penyelesaian dengan cara
konsoliasi atau penyelesaian perselisihan melalui
arbitrase. Para pihak diberikan waktu selama 7
(tujuh) hari untuk menetapkan pilihan penyele-
saian dengan cara konsoliasi atau penyelesaian
perselisihan melalui arbitrase. Sedangkan yang
termuat di dalam UU PPHI menyebutkan penye-
lesaian perselisihan dengan cara arbitrase yang
dapat digunakan untuk menyelesaikan perseli-
sihan seperti serikat kerja atau serikat buruh,
perselisinan kepentingan dan perselisihnan PHK.
Selanjutnya pengertian arbitrase termuat dalam
Pasal 1 angka 15 UU PPHI berbunyi “Arbitrase
adalah penyelesaian suatu perselisinan kepen-
tingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/
serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di
luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui
kesepakatan tertulis dari para pihak yang ber-
selisih untuk menyerahkan penyelesaian perse-
lisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat
para pihak dan bersifat final. ”

Maka dari itu penyelesaian dengan cara
arbitrase ini dapat dijadikan sebagai pilihan atau
alternatif, UU PPHI mengartikan bahwa seluruh
pihak yang sedang berselisin diberikan pilihan
untuk menyelesaikan persengketaannya tersebut
diluar pengadilan dengan cara arbitrase yang
mengedepankan untuk menguntungkan dan
memuaskan semua pihak (win-win solusion) dan
menyerahkan perselisihan kepada arbiter untuk
menyelesaikannya.

Mekanisme penyelesaian perselisihan dengan
cara arbitrase telah disediakan dan termuat di
dalam UU PPHI. Arbitrase menyediakan suatu
prosedur atau proses penyelesaian perselisihan
dengan damai serta di luar pengadilan. Perse-
lisihan wajib diupayakan telebih dahulu dengan
penyelesaian bipartit dengan cara musyawarah
sehingga mencapai kata setuju atau sepakat.
Penyelesaian perselisihan melalui pengadilan
industrial dilaksanakan apabila penyelesaian
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dengan cara bipartit tidak mencapai persetujuan
atau sepakat. Namun keberadaan pengadilan
hubungan industrial pada kenyataannya masih
banyak menerima serta menuai kritikan dan
permasalahan dalam eksekusinya.

Peluang arbitrase untuk keberlangsungan
hubungan Industrial di negara Indonesia merupa-
kan sangat minim yang akan diimplementasikan
seluruh pihak yang berselisin karena masyakat
lebih mengutamakan penyelesaian dilihat dari
menang atau kalahnya melalui penyelesaian
dipengadilan walaupun pengaturan serta meka-
nisme arbitrase telah di perbaharui dan jelas diatur
dalam UU PPHI. Maka dari itu sangat penting
dilakukannya mekanisme atau cara untuk
mengupayakan bahwa arbitrase ini sebagai pilihan
dalam menyelesaikan perselisihan yang diminati
oleh masyarakat pada saat penyelesaian perse-
lisihan hubungan industrial, seperti diperlukannya
lebih banyak dan khusus pengaturan mengenai
pelaksanaan arbitrase, adanya sosialisasi kepada
masyarakat mengenai keberadaan arbitrase dalam
penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
diperlukan sarana prasarana sebagai pendukung,
serta dukungan biaya dalam penggunaan arbitrase
khususnya bagi pihak pekerja yang memiliki
perekonomian yang rendah.’

Selain itu, jika terjadinya permasalahan
hubungan industrial yang biasanya ditandai
dengan hadirnya kekerasan yang dapat menim-
bulkan kerugian serta permusuhan bagi para
pihak. Seringkali ditemukan perselisihan pengu-
saha dengan pekerja atau buruh yang penyele-
sainnya melalui mekanisme yang anarkis misal-
nya dengan cara kekerasan, demonstrasi, pem-
bakaran, serta pemogokan kerja sampai menutup
atau mensegel perusahaan. Sebaiknya penyele-
saian perselisihan hubungan industrial dapat di
selesaikan dengan cara damai sehingga dapat
menguntungkan para pihak, disarankan meng-
gunakan penyelesaian perselisihnan melalui arbi-
trase sebagai mekanisme penyelesaian perseli-
sihan industrial.®

5 .
Ibid.

® Sherly Ayuna Putria, Agus Mulya Karsonab, Revi
Inayatillah. 2021. Pembaharuan Penyelesaian
Perselisihan Ketenagakerjaan Di Pengadilan Hubungan

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada di
atas yang menjadi rumusan masalah sehingga
dapat diteliti yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme arbitrase dalam
menyelesaikan Perselisihan Hubungan
Industrial?

2. Bagaimana Keunggulan Dan Kelemahan
arbitrase dalam menyelesaikan Perselisihan
Hubungan Industrial?

| B. Metode Penelitian |

Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis
normatif dengan pendekatan deskritif, dengan
maksud memberikan arahan dan menemukan
realistis logis dengan cara melihat bahan pustaka
atau informasi lainnya.

Penelitian ini dengan menggunakan data
primer maupun sekunder seperti buku, artikel,
jurnal ilmiah, skripsi maupun peraturan perun-
dangan-undangan seperti UU Ketenagakerjaan
dan UU PPHI serta pedoman yang menginden-
tifikasi serta yang terkait dengan permasalahan
yang hendak dikaji maupun dianalisis dalam
penelitian ini.’

| C. Hasil dan Pembahasan

Mekanisme arbitrase dalam menyelesaikan
Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan atau persengketaan adalah situasi
atau kejadian yang dimana dua pihak atau lebih
berjuang untuk mendapatkan suatu tujuan yang
tidak dapat disatukan oleh oleh para pihak dan
seluruh pihak berusaha meyakinkan dan mem-
buktikan pihak lain mengenai kebenaran dari

Industrial Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya
Murah Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum.
Jurnal Bina Mulia Hukum, EDISI 05/TAHUN 2021. him
312

’ Suteki, dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum
(Filsafat, Teori, dan Praktek), Depok, Rajawali Pers, 2018,
him. 133
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tujuan tersebut.® Sesuai dengan UU PPHI proses,

mekanisme maupun prosedur menyelesaikan

perselisihan industrial sebagai berikut :

a) Dalam PPHI vyang paling awal wajib
diupayakan penyelesaian perselisihan dengan
cara bipartit secara musyawarah antar pihak
yang sedang berselisin untuk mendapatkan
persetujuan dan kesepakatan;

b) PPHI dengan cara bipartit harus sudah selesali
dengan tenggat waktu 30 hari kerja dari
tanggal dimulainya proses permusyawaratan;

c) Apabila didalam tenggat waktu dalam tiga
puluh hari ada pihak yang menolak terhadap
musyawarah namun tidak tercapainya perse-
tujuan atau kata sepakat, maka permusya-
waratan bipartit di anggap tidak berhasil atau
gagal.

Penyelesaian perselisihan atau persengketaan
harus menemui titik terang atau terselesaikan
sehingga tidak menimbulkan efek negatif yang
sistematis dan berkepanjangan, langkah-langkah
yang dapat dilalui pada saat penyelesaian
perselisihan yaitu:®
a. Harus bersikap dengan tenang;

b. Pilih mekanisme yang paling terbaik sehing-
ga semua pihak menerima;

c. Pilih tempat serta waktu yang tepat dan
lakukan musyawarah dengan melibatkan para
pihak yang berselisih serta tentukan dan
putuskan pihak-pihak yang akan terlibat
dalam proses penyelesaian tersebut;

d. Libatkan orang lain yang mempunyai keahli-
an dibidangnya untuk membantu menyele-
saikan perselisihan;

e. Semua pihak wajib memahami permasalahan
yang terjadi t didalam perselisihan itu;

f. Melakukan evaluasi mengenai efektivitas
mekanisme pemecahan perselisihan serta
mencari solusi.

Pilihan atau alternatif penyelesain perseli-
sihan merupakan prosedur penyelesaian perseli-
sihan di luar dari pengadilan hubungan industrial,
prosedur ini didasari dengan prinsip memecahan

® Lalu Husni. Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. him 2
9 -
Ibid.

permasalahan yang saling bekerja sama didasari
adanya itikad baik yang dilaksanakan seluruh
pihak. Ada beberapa bentuk dalam prosedur
penyelesaian  perselisihan  melalui  alternatif
penyelesaian perselisihan.™
Meskipun prosedur alternatif penyelesaian
perselisinan tidak dianggap sebagai pengganti
prosedur penyelesaian sengketa melalui pengadil-
an, namun prosedur alternatif penyelesaian per-
selisihan merupakan respon dari praktisi atau
pegiat hukum yang mempunyai pemahaman serta
pendapat dari sistem peradilan Indonesia, karena
memerlukan proses yang lama dan berbelit-belit
jika menggunakan proses litigasi dipengadilan
dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan final
serta mengikat (inkracht van gewijsde).
Masyarakat Indonesia rupanya sangat me-
merlukan penggunaan prosedur penyelesaian
perselisinan di luar pengadilan khususnya profe-
sional hukum menjadi masyarakat yang litigious
minded. Perselisihan yang terjadi diselesaikan
dipengadilan seringkali dipilih oleh masyarakat
karena adanya beberapa faktor diantaranya
masyarakat lebih fokus mencari putusan menang
atau kalah dibandingkan win-win solution.*
Penyelesaian perselisihan industrial melalui
prosedur arbitrase oleh seorang arbiter wajib
dimulai dengan upaya mempertemukan serta
mendamaikan pihak-pihak yang sedang berseng-
keta. Arbiter dalam hal ini digunakan untuk
penyelesaian perselisihan industrial ditunjuk serta
diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja. Tugasnya adalah menentukan atau menge-
luarkan putusan terhadap perselisihan dimaksud.
Kesepakatan wajib dilakukan secara tertulis oleh
seluruh pihak dalam menyelesaikan perselisihan
pada bidang industrial dan perselisihan tersebut
harus diselesaikan serta keputusan dibuat dengan
cara mengikat seluruh pihak dan final.
Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) UU PPHI
syarat menyelesaikan sengketa dengan non litigasi
dilakukan berdasarkan pada persetujuan seluruh
pihak yang sedang berselisih dan membuat

 Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian ngketa
Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Sinar
Grafika, Jakarta, 2011, him 28

Y Ibid
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pernyataan yang ditulis serta terkandung didalam

surat perjanjian arbitrase. Isi yang terkadung

didalam surat perjanjian setidaknya memuat:

a) Nama jelas serta alamat tempat tinggal kedua
belah pihak yang sedang berselisih;

b) Inti perselisihan yang akan diberikan kepada
arbiter untuk segera dikeluarkannya putusan
dari perselisihan tersebut;

c) Total terlibatnya arbiter dalam penyelesaian
perselisihan;

d) Menyatakan bahwa seluruh pihak yang
sedang berselisih akan mematuhi serta
melaksanakan putusan yang dihasilkan me-
lalui arbitase;

e) Surat perjanjian arbitrase yang memuat
tempat dan tanggal serta tanda tangan kedua
belah pihak berselisih.

Menurut Pasal 35 UU PPHI perjanjian
arbitrase telah di tandatangani oleh seluruh pihak
yang sedang berselisih, seluruh pihak tersebut
berhak menentukan atau memilih arbiter yang
terdaftar dan sudah ditetapkan oleh Menteri
Tenaga kerja. Surat perjanjian yang telah ditanda
tangani oleh arbiter, maka arbiter tidak bisa
menolak diri atau menarik diri kecuali sudah ada
persetujuan dari seluruh pihak, untuk pengajuan
penarikan diri diajukan secara tertulis kepada
seluruh pihak. apabila seluruh pihak sudah setuju
maka selanjutnya arbiter tersebut menyerahkan
surat permohonan kepada Pengadilan Hubungan
Industrial meminta membebaskan dari segala
tugas arbiter dan wajib menyertakan alasan yang
dapat diterima. Didalam surat perjanjian dalam
penunjukan arbiter harus memuat beberapa hal
yaitu:

1. Nama jelas serta alamat tempat tinggal
seluruh pihak yang sedang berselisih dan
arbiter;

2. Menyerahkan inti perselisihan kepada arbiter

untuk segera menyelesaikan dan mengambil

keputusan dari perselisihan tersebut;

Honorium arbiter dan biaya arbitrase;

Seluruh pihak yang sedang berselisih me-

nyatakan untuk mematuhi serta melaksana-

kan putusan yang dihasilkan melalui arbitase;

5. Surat perjanjian arbitrase yang memuat
tempat dan tanggal serta tanda tangan kedua

sw

belah pihak yang sedang Dberselisih dan

arbiter.

6. Tidak akan melenceng atau melampaui
kewenangangannya pada saat penyelesaian
perkara yang sudah di ditandatanganinya
pernyataan tersebut harus dinyatakan oleh
arbiter atau para arbiter;

7. Arbiter tidak ada ikatan darah atau tidak ada
ikatan keluarga dengan seluruh pihak.

Surat perjanjian penunjukan arbiter paling
sedikit cetak dalam tiga rangkap setelah itu
dibagikan kepada seluruh pihak dan arbiter yang
mendapatkan masing-masing satu rangkap dengan
kekuatan hukum yang sama. Menyelesaikan per-
masalahan hubungan industrial melalui arbitrase
wajib dijalankan serta diselesaikan dalam tenggat
waktu tiga puluh hari setelah penandatanganan
surat yang menunjuk arbiter untuk penyelesaian
masalah. Adapun perpanjangan waktu hanya
dapat diajukan selama satu kali yang berjumlah
empat belas hari kerja dan wajib disetujui oleh
seluruh pihak yang bersengketa.

Berikutnya menurut Pasal 53 UU PPHI
penyelesaian perselisihan dibidang industrial yang
telah diselesaikan atau yang sedang diselesaikan
dengan cara arbitrase penyelesaian perselisihan
tersebut tidak bisa mengajukan kepengadilan
hubungan industrial. Pertama kali yang ditekan-
kan dalam proses persidangan secara arbitrase,
arbiter wajib berusaha mendamaikan dan dapat
menyelesaikannya melalui mediasi atau musya-
warah mufakat seluruh pihak.

Apabila suatu proses arbitrase mencapai
suatu kesepakatan yaitu perdamaian maka arbiter
harus membuatkan suatu akta keterangan per-
damaian yang di tandatangani oleh seluruh pihak
dan ditandatangani oleh arbiter.*? Akta perdamai-
an yang harus segera didaftarkan ke pengadilan
industrial pada pengadilan negeri diwilayah
arbiter pada saat melaksanakan perdamaian per-
selisihan. Mengenai pendaftaran akta perdamaian
sudah diatur dengan jelas termuat dalam Pasal 44
ayat (4) UU PPHI dengan mekanisme seperti :

2 Bambang Yunarko. 2011. Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial Melalui Lembaga Arbitrase
Hubungan Industrial. Jurnal Perspeltif, EDISI 16/TAHUN
2011. him 55
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a. Akta perjanjian perdamaian yang sudah
didaftarkan akan menerima bukti akta
pendaftran dan termasuk bagian yang tidak
boleh terpisah dengan akta perjanjian
perdamaian;

b. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan akta
perdamaian, pihak yang merasa dirinya
dirugikan oleh hal tersebut dapat diajukannya
permohonan eksekusi kepada pengadilan
industrial;

c. Bilamana ada pemohon yang mengajukan
eksekusi yang bertempat tinggal diluar
yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial
sesuai dengan tempat yurisdiksi Pengadilan
Negeri  pendaftran  akta  perdamaian,
pengajuan permohonan eksekusi tersebut
tetap dapat diajukan sesuai dengan tempat
tinggal pemohon untuk kemudian diserahkan
kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi
relatif dalam pelaksanaan sesuai dengan
yurisdiksinya.

Namun jika secara kekeluargaan atau per-
damaian tidak dapat diselesaikan, arbiter akan
membuat keputusan akhir wajib harus dipatuhi
oleh seluruh pihak yang dimana hasil dari
keputusan arbiter tidak bisa diganggu gugat
karena keputusan tersebut mengingat pihak-pihak
secara hukum dan bersifat tetap dan final.

Setelah mencapai perdamaian dan memper-
oleh keputusan artbiter kemudian didaftarkan
melalui Pengadilan Hubungan Indutrial berkedu-
dukan di Pengadilan Negeri wilayah arbiter yang
memberikan keputusan. Jika ada pihak yang tidak
melaksanakan isi putusan arbitrase, pihak yang
merasa dirinya dirugikan oleh hal tersebut dapat
mengajukan penegakan hukum kepada pengadilan
negeri setempat. Atas permintaan, pengadilan
negeri wajib merilis surat perintah penegakan
hukum dalam tenggat waktu paling lama tiga
puluh hari setelah permintaan penegakan hukum
di daftarkan ke pengadilan negeri setempat.

Jika terdapat pihak yang merasa dirugikan
dengan adanya keputusan arbitase, maka dapat
dilakukan pengajukan permohonan membatalkan
putusan arbitrase ke Mahkamah Agung melalui
uji materiil. Dalam hal upaya tersebut wajib

diajukan dalam tenggat waktu paling lama tiga

puluh hari sejak tanggal putusan arbitrase dike-

luarkan ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 52

UU PPHI. Alasan permohonan pembatalan jika

putusan arbitrase tersebut memuat hal-hal sebagai

berikut:

a) Mengajukan dokumen atau surat yang sedang
dilakukan pemeriksaan pada saat putusan
dibuat serta mengakui dan menyatakan
dokumen itu palsu;

b) Putusan yang telah dikeluarkan disembunyi-
kan oleh salah satu pihak;

c) Keputusan dibuat berdasarkan penipuan oleh
salah satu pihak ketika mempertimbangkan
atau memeriksa perselisihan;

d) Arbiter hubungan industrial tidak berkewe-
nangan atau di luar kewenangan terhadap
putusan tersebut;

e) Hal-hal yang terdapat didalam keputusan
tidak selaras dengan undang-undangan yang
berlaku di Indonesia.

Mengajukan permohonan pembatalan dalam
tenggat waktu paling lama tiga puluh hari Mah-
kamah Agung wajib merilis atau mengeluarkan
keputusan. Keputusan yang diambil seharusnya
dapat menerima pembatalan dan juga menolak-
nya. Keputusan arbitrase sebelumnya akan ditang-
guhkan atau dibatalkan jika keputusannya
diterima dan yang mengacu kepada akibat hukum
dari batalnya putusan arbitrase tersebut.

Keunggulan Dan Kelemahan arbitrase dalam
menyelesaikan Perselisihan Hubungan
Industrial

Pada umumnya arbitrase diatur dalam UU
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
namun hanya berlaku pada bidang perdagangan.
Maka dari itu munculnya UU PPHI yang merupa-
kan mekanisme khusus yang mengatur penyele-
saian permasalahan dibidang hubungan industri.

Penyelesaian perselisinan hubungan indus-
trial dengan cara arbitrase dinilai memiliki
keunggulan yang sangat menguntungkan, berikut
keunggulan dari penyelesaian perselisinan dengan
cara arbitrase:*®
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Kecepatan mekanisme atau prosedur arbitrase
hubungan industrial diperlukan oleh pihak-
pihak yang bersengketa yaitu perusahaan dan
pekerja, karena mekanisme atau prosedur
penyelesaian perselisihan harus diselesaikan
dalam waktu tiga puluh hari kerja. Ber-
dasarkan Pasal 40 Ayat (1) UU PPHI
mengatur bahwa seorang arbiter wajib
menyelesaikan perselisihan hubungan kerja
dalam waktu tiga puluh hari kerja sejak
tanggal penandatanganan.

Peninjauan atau pemeriksaan oleh majelis
arbitrase terhadap perselisihan hubungan
industrial selalu dilakukan secara tertutup,
artinya tidak terbuka atau tidak dipublikasi
untuk umum. Pemeriksaan dapat dilakukan di
luar kewenangan kecuali pihak-pihak yang
bersengketa memutuskan lain. Keputusan
yang dibuat sangat tertutup tidak terbuka
untuk umum. Maka dari itu penyelesaian
melalui arbitrase kerahasiaan seluruh pihak
yang berselisih terjaga;

Menjaga hubungan baik antar pihak karena
arbitrase dilakukan dengan cara dialogis atau
musyarah, dengan atau tanpa partisipasi
pihak ketiga yang netral dan keputusan pada
hakekatnya adalah kesepakatan para pihak.
Sifat penyelesaian sengketa yang ada, win-
win solution, di mana masing-masing pihak
tidak ada yang merasa dirugikan dan masing-
masing pihak memperoleh keuntungan yang
seimbang;

Biaya dan waktu sangat terjangkau, arbitrase
dianggap menghemat waktu dan uang, sesuai
dengan prinsip arbitrase cepat, sederhana dan
dan biaya murah;

Keputusan non-yudisial, yaitu keputusan
yang dibuat bukan oleh hakim, tetapi sebagai
hasil kesepakatan antara para pihak yang
bersengketa dengan atau tanpa bantuan pihak
ketiga yang netral. Karena ini adalah suatu
perjanjian, maka hasil penyelesaiannya pada
hakikatnya adalah suatu perjanjian, yaitu
suatu perjanjian yang mengikat, seperti
peraturan perundang-undangan, dan harus
dilakukan dengan itikad baik.

Selain penyelesaian sengketa perselisihan

hubungan industrial melalui arbitrase Dinilai
memiliki keunggulan ada juga beberapa kele-
mahan yang ditimbulkan dari penyelesaian arbi-
trasi yaitu sebagai berikut'*:

1.

Hanya untuk pihak-pihak dengan itikad baik.
Arbitrase hubungan industrial cenderung
hanya menguntungkan salah satu pihak atau
perusahaan yang beritikad baik, dan jujur
sehingga dapat dipercayai. Seluruh pihak
yang beritikad baik merupakan pihak yang
berintegritas artinya pihak tersebut mematuhi
dan melaksanakan perjanjian perselisihan
tersebut;

Benar-benar menggunakan arbiter hubungan
industrial. Keputusan arbiter selalu bergan-
tung pada kompetensi keahlian arbiter dalam
memberikan putusan Yyang seadil-adilnya
sesuai dengan kemauan pihak-pihak yang
bersengketa tanpa menguntungkan salah satu
pihak, meskipun arbiter memiliki keahlian
dan kemampuan sangat tinggi tidak begitu
mudah bagi arbiter untuk memenuhi dan
melaksanakan kehendak seluruh pihak yang
memiliki permasalahan. Pihak yang tidak
menang akan mengatakan bahwa putusan
arbiter tidak adil, begitu pula sebaliknya.
Ketergantungan mutlak pada arbiter dapat
menjadi kelemahan karena ketidakmampuan
untuk meninjau manfaat arbitrase;

Tidak ada contoh putusan arbitrase sebelum-
nya dan semua pertimbangan serta putusan di
dalamnya bersifat rahasia dan tidak boleh
dipublikasikan. Oleh karena itu, putusan
tersebut independen dan berbeda dari putusan
lainnya, sehingga tidak ada keterkaitan
hukum atau hubungan antara putusan arbi-
trase sebelumnya dengan putusan arbitrase
saat ini. Yang menimbulkan keputusan para
arbiter atas suatu sengketa akan sia-sia tanpa
manfaat, sekalipun mengandung argumen-
argumen penting dari para arbiter ternama di
bidangnya karena putusan tersebut tidak
dipublikasikan;

* Ibid
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4. Jika pihak yang tidak menang menolak untuk
melaksanakan putusan arbitrase, maka diper-
lukannya perintah pengadilan untuk pelaksa-
naan putusan arbitrase.

Beberapa persyaratan yang mendukung
perlunya penyelesaian perselisinan hubungan
industrial di Indonesia diantaranya sebagai
berikut:*®
1. Adanya perlindungan hukum atas hak-hak

dasar untuk seluruh pihak diantaranya

pengusaha dan pekerja;

2. Persamaan serta kebebasan seluruh pihak
selama proses menyelesaikan permasalahan;

3. Perlindungan hukum yang lebih besar bagi
orang-orang yang kurang beruntung, khusus-
nya pekerja, untuk mencapai kebebasan dan
kesetaraan hukum;

4. Menjaga keharmonisan atau keselarasan
dalam hubungan kerja;

5. Menyediakan mekanisme yang sederhana,
cepat dan murah;

6. Dalam pelaksanaan putusan menjamin
kepastian hukum di bidang litigasi;

7. Seluruh pihak diberikan kesempatan agar
mencapai perdamaian pada saat mekanisme
penyelesaian sengketa.

| D. Simpulan

Alternatif penyelesain perselisihan merupa-
kan prosedur penyelesaian perselisihan diluar dari
pengadilan hubungan industrial, prosedur ini
didasari dengan prinsip memecahan permasalahan
dengan prinsip kekeluargaan disertai dengan
adanya itikad baik oleh seluruh pihak seperti
penyelesaian hubungan industrial dengan cara
arbitrase. Penyelesaian perselisihan dengan cara
arbitrase dilakukan oleh arbiter yang dimana
prosesnya yang diawali dengan mendamaikan
pihak-pihak yang sedang bersengketa.

Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh
keputusan arbiter pihak yang merasa dirugikan
permohonan pembatan keputusan arbiter yang
diajukan kepada Mahkamah Agung dengan men-
cantumkan alasan-alasan. Penyelesaian sengketa

15 1bid

perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase
dinilai memiliki keunggulan yang sangat mengun-
tungkan, seperti : kecepatan dalam proses; penin-
jauan atau pemeriksaan oleh majelis arbitrase
terhadap perselisihan hubungan industrial selalu
dilakukan secara tertutup; pemeliharaan hubungan
yang baik; hemat waktu dan biaya; dan putusan
nonyudisial. selain penyelesaian sengketa perseli-
sihan hubungan industrial melalui arbitrase dinilai
memiliki keunggulan ada juga beberapa kelemah-
an yang ditimbulkan dari penyelesaian arbitrasi
yaitu: hanya untuk pihak-pihak dengan itikad
baik; ketergantungan mutlak pada arbiter hubung-
an industrial; Tidak ada contoh putusan arbitrase
sebelumnya dan semua pertimbangan serta
putusan di dalamnya bersifat privasi dan tidak
untuk umum.
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